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Abstract 

Islamic economics in Indonesia continues to grow, particularly within the sector of 

Islamic financial institutions, which include Islamic banks, Islamic insurance 
companies, and microfinance institutions based on Sharia principles. The 
implementation of Islamic economic law plays a crucial role in ensuring that all 
economic activities comply with Islamic principles, such as the prohibition of riba 
(usury), gharar (uncertainty), and maisir (gambling). This study aims to examine the 
application of Islamic economic law in the development of Islamic financial 
institutions in Indonesia and its impact on the economic sector. The findings indicate 
that, although Islamic economic law has been significantly implemented, challenges 
remain in terms of supervision and consistent application of standards across all 
sectors of Islamic finance. 

Keywords: Islamic Economic Law, Islamic Financial Institutions, Riba, Gharar, 
Maisir, Islamic Banking, Islamic Insurance. 

 

Abstrak 

Ekonomi syariah di Indonesia terus berkembang, khususnya dalam sektor lembaga 
keuangan syariah, yang meliputi bank syariah, asuransi syariah, dan lembaga-
lembaga keuangan mikro berbasis syariah. Penerapan hukum ekonomi syariah 
sangat penting untuk memastikan kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak 
melanggar prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum ekonomi syariah dalam 
pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, serta dampaknya terhadap 
sektor perekonomian. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun hukum ekonomi 
syariah telah diterapkan secara signifikan, masih terdapat tantangan dalam hal 
pengawasan dan penerapan standar yang konsisten di seluruh sektor keuangan 
syariah. 
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Pendahuluan 

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki 

potensi yang sangat besar dalam mengembangkan ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah 

menawarkan alternatif yang berbeda dari sistem ekonomi konvensional, dengan 

mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan. 

Penerapan hukum ekonomi syariah merupakan fondasi utama dalam mewujudkan sistem 

ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Salah satu sektor yang paling berkembang 

dalam ekonomi syariah adalah lembaga keuangan syariah, yang mencakup bank syariah, 

asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, dan berbagai bentuk produk keuangan lainnya 

yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah Islam. 

Lembaga keuangan syariah memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian 

Indonesia, khususnya dalam menyediakan alternatif pembiayaan bagi masyarakat yang ingin 

menghindari praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Produk-

produk yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah, seperti mudharabah, 

musyarakah, murabahah, dan ijarah, dirancang untuk memastikan transaksi yang adil dan sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, penerapan hukum ekonomi syariah dalam 

pengelolaan lembaga keuangan syariah tidak hanya menjadi masalah teknis operasional, tetapi 

juga menjadi aspek utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem 

keuangan Islam. 

Lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia, yang dimulai dengan berdirinya 

Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991, terus berkembang pesat. Perkembangan ini seiring 

dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim di Indonesia tentang pentingnya 
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keuangan halal yang bebas dari unsur riba. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator 

utama sektor jasa keuangan, bersama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia (DSN-MUI), telah berperan dalam merumuskan regulasi dan fatwa-fatwa yang 

mengatur operasional lembaga-lembaga keuangan syariah. Meski demikian, meskipun 

lembaga-lembaga ini telah berkembang dengan pesat, terdapat sejumlah tantangan yang masih 

perlu diatasi, baik dalam hal penerapan regulasi yang konsisten maupun dalam hal pengawasan 

yang efektif terhadap transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga ini. 

Dalam hukum ekonomi syariah, terdapat prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti oleh 

lembaga-lembaga keuangan syariah agar kegiatan ekonomi yang dilakukan sesuai dengan nilai-

nilai Islam. Prinsip utama tersebut antara lain adalah larangan terhadap riba, yaitu pengambilan 

keuntungan dari pinjaman yang diberikan dalam bentuk bunga, yang dianggap tidak adil dan 

merugikan pihak yang meminjam. Selain itu, gharar atau ketidakpastian dalam kontrak harus 

dihindari, karena transaksi yang tidak jelas dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. 

Begitu pula dengan maisir atau unsur perjudian yang dilarang dalam Islam, karena sifat 

spekulatifnya yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat. 

Seiring dengan pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah, penerapan hukum 

ekonomi syariah menjadi semakin kompleks. Sebagai contoh, dalam produk-produk seperti 

murabahah (jual beli), musyarakah (kemitraan), dan mudharabah (bagi hasil), masing-masing 

akad harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang jelas dan transparan. Dalam prakteknya, 

meskipun banyak lembaga keuangan syariah yang telah berusaha keras untuk menerapkan 

prinsip-prinsip tersebut, masih terdapat perbedaan interpretasi antara lembaga satu dengan 

lainnya mengenai penerapan syariah dalam produk dan layanan yang mereka tawarkan. Hal ini 

menyebabkan adanya potensi ketidakpastian hukum (legal uncertainty) yang perlu segera 

diatasi agar ekosistem keuangan syariah dapat berfungsi secara optimal. 

Penerapan hukum ekonomi syariah dalam lembaga keuangan syariah juga tidak lepas 

dari tantangan sosial dan ekonomi lainnya. Di satu sisi, kesadaran masyarakat Muslim tentang 
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keuangan syariah semakin meningkat, tetapi di sisi lain, masih ada kendala dalam hal edukasi 

dan pemahaman yang memadai mengenai produk-produk syariah, baik di kalangan masyarakat 

maupun di kalangan pelaku industri keuangan itu sendiri. Oleh karena itu, peran lembaga-

lembaga pengawas, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN-

MUI), sangat penting dalam memastikan bahwa produk dan transaksi keuangan yang dilakukan 

sesuai dengan standar syariah yang telah ditetapkan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum ekonomi syariah dalam 

pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, dengan fokus pada pemahaman 

mengenai regulasi, produk-produk yang ditawarkan, dan tantangan yang dihadapi oleh 

lembaga-lembaga tersebut. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana lembaga 

keuangan syariah beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan tren ekonomi 

global, sambil tetap menjaga kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Diharapkan, hasil 

penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan praktik hukum 

ekonomi syariah, serta memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan lembaga 

keuangan syariah dalam mengatasi tantangan yang ada. 

 

Tinjauan Pustaka 

Hukum Ekonomi Syariah 

Hukum ekonomi syariah adalah cabang hukum Islam yang mengatur 

tentang segala aktivitas ekonomi dalam perspektif Islam. Beberapa prinsip 

dasar hukum ekonomi syariah meliputi: 

a. Larangan Riba: Semua transaksi yang melibatkan bunga dianggap 

haram dalam Islam, karena dianggap merugikan satu pihak. 

b. Larangan Gharar: Ketidakpastian atau ambiguitas dalam transaksi 

ekonomi harus dihindari. 
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c. Larangan Maisir: Transaksi yang mengandung unsur perjudian atau 

spekulasi juga dilarang dalam ekonomi syariah. 

Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia 

Lembaga keuangan syariah di Indonesia mulai berkembang pesat sejak 

didirikan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Seiring dengan 

pertumbuhannya, lembaga keuangan syariah tidak hanya terbatas pada 

bank, tetapi juga merambah ke sektor asuransi syariah, pembiayaan syariah, 

dan reksa dana syariah. Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-

MUI) berperan dalam memberikan regulasi yang memastikan bahwa lembaga-

lembaga tersebut beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan 

studi kasus pada lembaga keuangan syariah di Indonesia, khususnya Bank 

Syariah, asuransi syariah, dan lembaga-lembaga pembiayaan. Data diperoleh 

melalui wawancara dengan pihak terkait, yaitu pengelola lembaga keuangan 

syariah, ahli hukum ekonomi syariah, dan regulasi yang diterbitkan oleh OJK 

dan DSN-MUI. Penelitian ini juga menganalisis dokumen peraturan dan fatwa 

yang relevan mengenai penerapan hukum ekonomi syariah di lembaga 

keuangan. 

Hasil dan Pembahasan 

Penerapan Hukum Ekonomi Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah 

Lembaga keuangan syariah di Indonesia berperan penting dalam 

mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam berbagai 

produk dan layanan yang mereka tawarkan. Dari analisis yang dilakukan 

pada beberapa lembaga keuangan syariah terkemuka, termasuk Bank 

Syariah, asuransi syariah, dan lembaga pembiayaan syariah, ditemukan 

bahwa secara umum, lembaga-lembaga ini telah berusaha untuk mematuhi 

prinsip syariah yang mengatur segala transaksi keuangan. Produk-produk 
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yang paling banyak ditemukan antara lain mudharabah, musyarakah, 

murabahah, dan ijarah, yang masing-masing memiliki karakteristik dan cara 

penerapan yang berbeda, namun tetap mendasarkan diri pada prinsip 

keadilan, transparansi, dan kemitraan. 

1. Mudharabah (Bagi Hasil) 

Mudharabah adalah akad yang paling banyak diterapkan dalam 

lembaga keuangan syariah, khususnya dalam produk-produk simpanan dan 

pembiayaan. Dalam akad ini, pihak pemilik modal (shahibul maal) 

memberikan dana kepada pihak pengelola usaha (mudharib), yang akan 

mengelola usaha tersebut dan bagi hasil keuntungan akan dibagi sesuai 

dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagai contoh, 

dalam produk deposito mudharabah, bank syariah memberikan pembiayaan 

kepada nasabah yang ingin mengelola dana mereka dalam bentuk usaha 

produktif. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan nisbah yang 

disepakati. Praktik ini tidak hanya menghindari riba tetapi juga 

mengedepankan kerjasama yang adil antara kedua belah pihak. 

Tantangan: Meskipun demikian, dalam praktiknya, banyak lembaga 

keuangan syariah yang menghadapi tantangan dalam menentukan rasio 

pembagian keuntungan yang adil, yang terkadang bisa dipengaruhi oleh 

kesepakatan yang tidak seimbang antara pihak bank dan nasabah, atau 

kurangnya transparansi dalam pelaporan keuntungan. Pengawasan yang 

ketat dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan OJK sangat diperlukan 

untuk menghindari adanya praktik yang merugikan salah satu pihak. 

2. Musyarakah (Kemitraan):  

Dalam akad musyarakah, dua pihak atau lebih menyatukan modal 

untuk membiayai suatu usaha, dengan berbagi keuntungan dan kerugian 

berdasarkan proporsi yang disepakati. Lembaga keuangan syariah, seperti 

bank syariah dan lembaga pembiayaan syariah, seringkali menawarkan 

produk musyarakah untuk pembiayaan usaha besar, seperti pengadaan 

barang modal atau proyek infrastruktur. Produk ini dianggap sangat efektif 
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untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) yang 

membutuhkan pendanaan berbasis kemitraan, bukan utang. 

Tantangan: Praktik musyarakah di lapangan menghadapi masalah terkait 

dengan ketidakpastian perjanjian mengenai pembagian keuntungan dan 

kerugian yang adil. Dalam beberapa kasus, ketidakjelasan dalam perjanjian 

menyebabkan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, 

pengelolaan risiko yang melibatkan beberapa pihak kadang sulit dilakukan, 

terutama bagi usaha yang beroperasi dalam kondisi pasar yang tidak stabil. 

3. Murabahah (Jual Beli) 

Murabahah adalah produk yang paling umum digunakan dalam 

lembaga keuangan syariah untuk pembiayaan barang konsumsi maupun 

investasi. Dalam akad ini, bank atau lembaga keuangan syariah membeli 

barang yang diinginkan oleh nasabah, kemudian menjualnya kepada 

nasabah dengan harga yang lebih tinggi, disertai margin keuntungan yang 

disepakati sebelumnya. Produk murabahah sering digunakan dalam 

pembiayaan kendaraan, rumah, dan peralatan usaha. 

Tantangan: Meskipun murabahah memenuhi prinsip syariah, 

tantangan yang dihadapi terletak pada transparansi harga barang dan margin 

keuntungan yang dikenakan kepada nasabah. Terkadang terdapat 

penyimpangan harga yang dapat dianggap tidak adil jika bank atau lembaga 

keuangan syariah menetapkan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan 

harga pasar. Hal ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan dan potensi 

masalah hukum. Selain itu, penerapan prinsip murabahah yang baik 

membutuhkan sistem pencatatan dan verifikasi yang sangat hati-hati agar 

tidak terjadi praktik curang. 

4. Ijarah (Sewa Menyewa): 

Dalam akad ijarah, lembaga keuangan syariah memberikan layanan 

sewa atas barang atau jasa yang dimiliki kepada nasabah dengan 

pembayaran sewa yang disepakati. Produk ini banyak digunakan dalam 
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pembiayaan kendaraan bermotor, alat berat, dan properti. Ijarah memberikan 

kemudahan bagi nasabah yang membutuhkan aset tetapi tidak memiliki 

kemampuan untuk membelinya secara langsung. 

Tantangan: Tantangan yang ditemukan dalam praktik ijarah adalah 

pengaturan terhadap masa sewa dan pemeliharaan barang yang disewa. 

Dalam banyak kasus, perjanjian tidak mencakup secara rinci tentang siapa 

yang bertanggung jawab atas perawatan dan pemeliharaan barang sewa. Hal 

ini dapat menyebabkan ketidaksepakatan antara lembaga keuangan syariah 

dan nasabah mengenai kewajiban masing-masing pihak. 

Pengawasan dan Regulasi Hukum Ekonomi Syariah 

Lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia, baik bank syariah 

maupun asuransi syariah, diatur oleh dua lembaga utama: Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-

MUI). OJK bertanggung jawab untuk memberikan pengawasan teknis terkait 

operasional lembaga keuangan syariah, sedangkan DSN-MUI berperan dalam 

memberikan fatwa-fatwa yang memastikan bahwa seluruh produk dan 

layanan keuangan yang ditawarkan lembaga-lembaga ini sesuai dengan 

prinsip syariah. 

Pengawasan yang dilakukan oleh OJK mencakup audit keuangan dan 

pemantauan kinerja untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga ini tidak 

melanggar regulasi yang ada. Di sisi lain, DSN-MUI memiliki peran yang lebih 

pada aspek fatwa dan kajian syariah terhadap produk-produk yang 

ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah. Melalui fatwa-fatwa yang 

dikeluarkan, DSN-MUI berusaha untuk menjaga konsistensi produk syariah 

dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis. 

Namun, meskipun sistem pengawasan sudah ada, masih terdapat 

beberapa masalah yang perlu diperhatikan. Misalnya, dalam praktiknya, 

pengawasan terhadap transparansi dan akuntabilitas produk-produk 

keuangan syariah masih terkadang lemah. Beberapa lembaga keuangan 

syariah belum memiliki sistem pelaporan yang cukup jelas, dan produk-



Penerapan Hukum Ekonimi Syariah 

Sibram Malasi 

Ar-Ra’yu:  Jurnal Hukum Keluarga 

Vol. 4, No. 1 Juni 2025 

 

 

https://ejournalstisnuaceh.com/index.php/JHKI  | 38  

 

 

 

 

 

 

 

produk syariah terkadang sulit dibedakan dengan produk konvensional jika 

tidak ditangani dengan hati-hati. Ini menciptakan potensi pencampuran 

antara hukum syariah dan hukum konvensional, yang tentu saja 

bertentangan dengan tujuan awal pengembangan ekonomi syariah di 

Indonesia. 

Tantangan dalam Penerapan Hukum Ekonomi Syariah 

Meskipun penerapan hukum ekonomi syariah sudah mulai 

berkembang, masih terdapat beberapa tantangan utama yang perlu diatasi: 

1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat: Masyarakat masih membutuhkan 

edukasi lebih lanjut mengenai produk-produk keuangan syariah yang 

ada. Banyak individu dan pelaku usaha yang belum sepenuhnya 

memahami keuntungan dan risiko dari produk-produk syariah, yang 

menghambat perkembangan industri ini. 

2. Standarisasi Produk Syariah: Banyak lembaga keuangan syariah yang 

memiliki interpretasi yang berbeda mengenai produk syariah yang 

mereka tawarkan. Hal ini menyebabkan ketidakkonsistenan dalam 

praktik, di mana beberapa produk syariah terkadang bertentangan 

dengan prinsip dasar syariah. 

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM): Meskipun lembaga 

keuangan syariah berkembang pesat, masih ada kekurangan tenaga 

kerja yang memiliki pemahaman yang mendalam mengenai hukum 

ekonomi syariah. Hal ini menghambat efisiensi operasional dan 

kualitas produk yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga keuangan 

syariah. 

Kesimpulan 

Penerapan hukum ekonomi syariah dalam lembaga keuangan syariah 

di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dalam beberapa 

tahun terakhir, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Lembaga-

lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, dan 
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lembaga pembiayaan syariah, memainkan peran yang sangat penting dalam 

menyediakan alternatif sistem keuangan yang bebas dari riba, gharar, dan 

maisir, yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Produk-produk seperti 

mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah telah diimplementasikan 

dalam berbagai bentuk layanan keuangan, yang memberikan solusi 

pembiayaan yang lebih adil dan berbasis pada prinsip kemitraan. 

Namun, dalam praktiknya, penerapan hukum ekonomi syariah dalam 

lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia masih menghadapi 

beberapa tantangan signifikan yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa 

industri ini berkembang dengan lebih baik dan lebih konsisten dengan 

prinsip-prinsip syariah. Beberapa kesimpulan utama yang dapat ditarik dari 

penelitian ini antara lain: 

1. Pengaruh Positif Lembaga Keuangan Syariah dalam Ekonomi 

Indonesia: 

Lembaga keuangan syariah berperan besar dalam mendukung 

pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya dalam sektor usaha kecil dan 

menengah (UKM) serta dalam meningkatkan inklusi keuangan bagi 

masyarakat Muslim. Dengan menawarkan produk yang tidak melibatkan 

bunga (riba), lembaga-lembaga ini dapat memberikan akses pembiayaan yang 

lebih adil, transparan, dan sesuai dengan ajaran Islam. Keberadaan bank 

syariah dan lembaga pembiayaan syariah juga membantu masyarakat yang 

sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem keuangan konvensional untuk 

memperoleh layanan keuangan. 

2. Tantangan dalam Implementasi Produk Syariah:  

Meski berbagai produk syariah telah dikembangkan, implementasi 

produk-produk seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah 

sering kali menghadapi masalah terkait dengan transparansi, keadilan 

pembagian keuntungan dan kerugian, serta ketidakpastian dalam 

pengelolaan risiko. Misalnya, dalam produk mudharabah, ketidakjelasan 

dalam pembagian hasil usaha dapat menciptakan ketidakadilan antara pihak 
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pemilik modal dan pengelola usaha. Begitu pula dengan murabahah, yang 

kadang-kadang terjerat dalam masalah harga yang tidak transparan, yang 

dapat merugikan nasabah. Oleh karena itu, keberlanjutan lembaga keuangan 

syariah sangat bergantung pada penguatan regulasi dan kontrol yang lebih 

ketat terhadap produk-produk tersebut agar tetap sesuai dengan prinsip 

syariah. 

3. Peran Regulasi dan Pengawasan:  

Keberhasilan pengembangan lembaga keuangan syariah tidak terlepas 

dari peran pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). OJK 

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga keuangan 

syariah mematuhi regulasi yang berlaku, sementara DSN-MUI memberikan 

fatwa-fatwa yang memastikan produk dan layanan yang ditawarkan sesuai 

dengan prinsip syariah. Meskipun demikian, pengawasan dan regulasi yang 

ada perlu lebih ditingkatkan, terutama dalam hal transparansi dan 

akuntabilitas produk, agar lembaga-lembaga keuangan syariah dapat 

beroperasi dengan lebih efektif dan terpercaya. 

4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Edukasi: 

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi lembaga keuangan 

syariah di Indonesia adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang 

memiliki kompetensi dalam bidang hukum ekonomi syariah dan praktik 

keuangan syariah. Selain itu, masih adanya kekurangan dalam edukasi dan 

pemahaman masyarakat mengenai produk-produk keuangan syariah. 

Meskipun kesadaran masyarakat mengenai keuangan syariah terus 

meningkat, masih banyak pelaku ekonomi yang belum sepenuhnya 

memahami perbedaan antara produk syariah dan produk konvensional, yang 

dapat menghambat perkembangan industri ini. Oleh karena itu, penting bagi 

lembaga-lembaga keuangan syariah untuk memperkuat pendidikan dan 

pelatihan kepada masyarakat dan karyawan mereka mengenai prinsip-

prinsip syariah dalam ekonomi, sehingga produk-produk yang ditawarkan 

dapat lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat. 
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5. Keselarasan Antara Hukum Ekonomi Syariah dan Regulasi Keuangan: 

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah perlunya 

keselarasan yang lebih baik antara hukum ekonomi syariah dan regulasi 

keuangan yang berlaku di Indonesia. Meskipun terdapat peraturan yang 

mengatur lembaga keuangan syariah, implementasi produk-produk 

keuangan syariah yang beragam sering kali menemui kesulitan dalam 

menyesuaikan diri dengan sistem hukum yang ada. Hal ini mengarah pada 

masalah ketidaksesuaian hukum antara hukum ekonomi syariah dengan 

hukum positif yang berlaku di Indonesia. Diperlukan upaya bersama antara 

regulator, ulama, dan praktisi keuangan untuk menciptakan kerangka 

hukum yang lebih selaras dengan prinsip syariah, sekaligus kompatibel 

dengan sistem hukum nasional. 

6. Pentingnya Inovasi Produk Keuangan Syariah 

Pengembangan dan inovasi dalam produk keuangan syariah menjadi 

sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. 

Produk-produk syariah harus terus disesuaikan dengan tren pasar dan 

kebutuhan masyarakat, baik dalam sektor konsumsi, investasi, maupun 

pembiayaan usaha. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah perlu 

meningkatkan riset dan pengembangan untuk menciptakan produk yang 

lebih fleksibel dan mudah diakses oleh masyarakat. Inovasi yang 

berkelanjutan akan memastikan bahwa lembaga-lembaga keuangan syariah 

dapat bersaing dengan lembaga keuangan konvensional dan memenuhi 

kebutuhan finansial masyarakat yang semakin kompleks. 

7. Peran Teknologi dalam Pengembangan Keuangan Syariah: 

Teknologi juga memainkan peran yang sangat penting dalam 

pengembangan industri keuangan syariah. Dengan adanya digitalisasi dan 

kemajuan teknologi informasi, lembaga keuangan syariah dapat 

meningkatkan efisiensi operasional mereka, memperluas jangkauan layanan 

keuangan, dan meningkatkan transparansi dalam setiap transaksi. 

Penggunaan teknologi seperti blockchain dan fintech syariah memungkinkan 
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lembaga keuangan syariah untuk menciptakan layanan yang lebih aman, 

efisien, dan terjangkau. Inovasi teknologi ini juga berpotensi untuk 

mengurangi biaya operasional dan meningkatkan aksesibilitas produk 

syariah kepada masyarakat yang lebih luas, terutama di daerah-daerah 

terpencil. 

8. Tantangan Sosial dan Ekonomi dalam Masyarakat: 

Tantangan terakhir yang tidak kalah penting adalah bagaimana 

lembaga keuangan syariah dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan 

ekonomi di Indonesia. Dalam konteks ini, penting untuk memperhatikan 

kebutuhan pemberdayaan ekonomi umat dan bagaimana lembaga-lembaga 

ini dapat lebih berfokus pada pengembangan sektor ekonomi berbasis 

masyarakat. Masyarakat Indonesia yang beragam, baik dari sisi agama, 

budaya, maupun ekonomi, memerlukan pendekatan yang lebih inklusif 

dalam pengembangan produk-produk keuangan syariah yang tidak hanya 

berbasis pada keuntungan ekonomi tetapi juga pada pemberdayaan sosial. 

 

Daftar Pustaka 

1. Abdul, M. (2020). Teori dan Praktik Ekonomi Syariah. Jakarta: 

Rajawali Press. 

2. Adiwarman, A. K. (2014). Banking Syariah: Dari Teori ke Praktik. 

Jakarta: Gema Insani. 

3. Al-Qardhawi, Y. (2006). Fiqh al-Buyu' (Fikih Muamalah). Cairo: Dar 

al-Kutub al-Islamiyah. 

4. Anwar, M., & Junaidi, H. (2017). "Peran Bank Syariah dalam 

Perekonomian Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Hukum Ekonomi 

Syariah". Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah, 3(2), 34-45. 

5. Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO). (2019). Laporan 

Tahunan Bank Syariah di Indonesia 2019. Jakarta: ASBISINDO. 

6. Aziz, M. S. (2018). Akad dalam Ekonomi Syariah: Studi Kasus pada 

Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Jakarta: Pustaka Alvabet. 



Penerapan Hukum Ekonimi Syariah 

Sibram Malasi 

Ar-Ra’yu:  Jurnal Hukum Keluarga 

Vol. 4, No. 1 Juni 2025 

 

 

https://ejournalstisnuaceh.com/index.php/JHKI  | 43  

 

 

 

 

 

 

 

7. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2017). 

Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/III/2017 tentang Prinsip-

Prinsip Pembiayaan dalam Bank Syariah. Jakarta: DSN-MUI. 

8. El-Gamal, M. A. (2006). Islamic Finance: Law, Economics, and 

Practice. Cambridge: Cambridge University Press. 

9. Farhan, M., & Nabila, F. (2019). "Pengembangan Produk Keuangan 

Syariah dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan bagi Usaha Kecil dan 

Menengah di Indonesia". Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 5(1), 23-

36. 

10. Harahap, M. (2018). Manajemen Keuangan Syariah. Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama. 

11. Huda, S. (2020). Perbankan Syariah: Perspektif Hukum 

Ekonomi Syariah. Surabaya: Al-Munir Press 

12. Kamali, M. H. (2007). Principles of Islamic Jurisprudence. 

Cambridge: Islamic Texts Society. 

13. Kasmir, Z. (2017). Bank Syariah: Teori dan Praktik. Jakarta: 

PT. RajaGrafindo Persada. 

14. Mardani, M. (2020). "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam 

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional". Jurnal Ekonomi 

Syariah, 8(3), 105-117. 

15. Masyhud, M., & Syamsul, I. (2021). Perlindungan Hukum bagi 

Konsumen dalam Layanan Keuangan Syariah. Bandung: Refika 

Aditama. 

16. Nasution, H. (2016). "Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Terhadap 

Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia". Jurnal Hukum 

dan Pembangunan, 12(1), 45-60. 

17. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2020). Laporan Tahunan OJK 

2020: Sektor Jasa Keuangan Syariah di Indonesia. Jakarta: Otoritas 

Jasa Keuangan. 

18. Puspasari, R. (2017). "Peran Bank Syariah dalam Pembangunan 

Ekonomi Umat di Indonesia". Jurnal Ekonomi Islam, 4(1), 28-39. 



Penerapan Hukum Ekonimi Syariah 

Sibram Malasi 

Ar-Ra’yu:  Jurnal Hukum Keluarga 

Vol. 4, No. 1 Juni 2025 

 

 

https://ejournalstisnuaceh.com/index.php/JHKI  | 44  

 

 

 

 

 

 

 

19. Rahman, S. (2019). Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dan 

Implementasinya dalam Praktik Keuangan. Jakarta: Prenadamedia 

Group. 

20. Rifki, A., & Fitria, D. (2021). "Tantangan dan Prospek Lembaga 

Keuangan Syariah dalam Menghadapi Globalisasi Ekonomi". Jurnal 

Ekonomi dan Keuangan Islam, 7(2), 80-92. 

21. Suryani, D. (2018). "Analisis Kritis terhadap Penerapan Akad 

Syariah dalam Produk Bank Syariah di Indonesia". Jurnal Hukum 

Ekonomi Syariah, 6(2), 101-113. 

22. Tanjung, E. (2020). Manajemen Risiko dalam Keuangan 

Syariah. Medan: Pustaka Pratama. 

23. Utama, H., & Rini, M. (2019). "Sistem Pengawasan dalam 

Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi 

Syariah". Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 10(3), 55-68. 

24. Yusof, M. (2017). Islamic Financial System: Concepts, 

Principles, and Practice. Kuala Lumpur: University of Malaya Press. 

25. Zubair, M. & Riawan, A. (2021). "Evaluasi Efektivitas Pengawasan 

terhadap Produk Keuangan Syariah di Indonesia". Jurnal Ekonomi 

dan Bisnis Syariah, 9(2), 95-108. 

 


